
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 2069, 2015 KEMENKEU. Pusat Logistik Berikat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 271/PMK.06/2015

TENTANG

PUSAT LOGISTIK BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat

Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pusat

Logistik Berikat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PUSAT

LOGISTIK BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat

TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang

memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk

menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan

mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB

adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun

barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat

disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam

jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
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5. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang

melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola

kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik

Berikat.

6. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang

selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan

hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB.

7. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang

selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di

dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya

sebagai badan usaha yang berbeda.

8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang

selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah

pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk,

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.

9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat

PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 22.

11. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan

Cukai.

14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau

Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
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kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan.

16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

(1) PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

(2) Dalam rangka pengawasan terhadap PLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan

pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen

risiko.

(4) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB

dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan

cukai berupa:

a. kemudahan pelayanan perizinan;

b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional;

dan/atau

c. kemudahan kepabeanan dan cukai selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(5) kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diberikan kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB

dan/atau PDPLB berdasarkan manajemen risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

(1) Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan

pengusahaan PLB.

(2) Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan
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hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(3) Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola

kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.

(4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau

lebih pengusahaan PLB.

(5) Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

a. Pengusaha PLB; dan/atau

b. PDPLB.

(6) Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB dapat

memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penyelenggaraan

dan/atau pengusahaan PLB dalam 1 (satu) izin

penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB.

(7) Barang yang ditimbun di dalam PLB diberikan waktu

paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal

pemasukan ke PLB.

(8) Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) dapat diperpanjang dalam hal barang yang ditimbun

dalam PLB merupakan barang untuk keperluan:

a. operasional minyak dan/atau gas bumi;

b. pertambangan;

c. industri tertentu; atau

d. industri lainnya dengan izin Kepala Kantor Pabean.

(9) Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pabean

dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam

daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1

(satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu:

a. pengemasan atau pengemasan kembali;

b. penyortiran;

c. standardisasi (quality control);

d. penggabungan (kitting);

e. pengepakan;

f. penyetelan;

g. konsolidasi barang tujuan ekspor;

h. penyediaan barang tujuan ekspor;
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